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PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada

tingkat  pertama  dalam persidangan majelis  telah  menjatuhkan putusan atas

perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON,  umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

bertempat  kediaman  di  Kabupaten  Polewali  Mandar,  sebagai

Pemohon.

melawan

TERMOHON,  umur  28  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Ibu

rumah  tangga,  bertempat  kediaman  di  Kabupaten  Polewali  Mandar,

sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa bukti a

quo  di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20

Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan

register  perkara Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Pwl  tanggal  20 Maret  2017  telah

mengajukan permohonan cerai talak yang berbunyi sebagai berikut :.

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada

hari  Jum'at tanggal  17 Juli  2009 M. bertepatan dengan tanggal  22 Rajab

1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 198/03/IX/2009, tertanggal 1

September 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama  Kabupaten

Polewali Mandar;

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal di

rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar, selama 6 tahun 9

bulan;
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3. Bahwa dari  pernikahan tersebut,  Pemohon dan Termohon  telah dikaruniai

dua  orang  anak,  masing-masing  bernama  :  ANAK  PEMOHON  DAN

TERMOHON kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon; 

4. Bahwa pada bulan Juni  2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon

mulai  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  disebabkan karena  Termohon

berhubungan asmara dengan lelaki lain, namun Pemohon tidak tahu siapa

nama lelaki tersebut dan nanti Pemohon mengetahui setelah diberitahu oleh

tetangga Pemohon dan Termohon, sehingga setelah pertengkaran tersebut,

Termohon  langsung  pergi  meninggalkan  Pemohon  dan  pulang  ke  rumah

orang tua Termohon dan terjadilah pisah tempat tinggal;

5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal  yang

hingga  saat  ini  sudah  berjalan  9  bulan,  Termohon  tidak  menjalankan

kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak  ada harapan

untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

7. Bahwa orang tua Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan

Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa  apabila  permohonan  Pemohon  dikabulkan  maka  mohon  agar

Panitera  Pengadilan  Agama  Polewali  untuk  menyampaikan  salinan

penetapan  Ikrar  Talak  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  yang  wilayahnya

meliputi  tempat  tinggal  Pemohon  dan  Termohon  serta  Pegawai  Pencatat

Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Pemohon  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan  Agama Polewali  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini

berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i

terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Polewali;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan

penetapan  ikrar  talak  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  yang  wilayahnya
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meliputi  tempat  tinggal  Pemohon  dan  Termohon  dan  kepada  Pegawai

Pencatat  Nikah  di  tempat  perkawinan  Pemohon  dan  Termohon

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan

perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon

datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasihati  dan  mendamaikan

kedua  belah  pihak  yang  berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,

akan   tetapi  tidak  berhasil,   dan untuk memaksimalkan upaya damai maka

atas  pilihan  Pemohon  dan  Termohon  Ketua  Majelis  Hakim  menetapkan

Rajiman,  S.H.I.,  sebagai  hakim  mediator  sesuai  dengan  penetapan  Nomor

168/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 5 April 2017;

Bahwa  sesuai  dengan  laporan  mediator  tanggal  19  April  2017,

menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  pada  persidangan  tertutup  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis

dibacalah  surat  permohonan  Pemohon  yang  maksud  dan  isinya  tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon  tidak dapat

didengar  jawaban  atau  bantahannya  karena  setelah  pelaksanaan  mediasi

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil  permohonannya di  muka

persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Nomor  198/03/IX/2009,  tertanggal  1  September  2009,  yang  diterbitkan  oleh

Kantor  Urusan  Agama   Kabupaten  Polewali  Mandar,  bermeterai  cukup  dan

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.;

Bahwa  selain  bukti  surat  tersebut,  Pemohon  menghadirkan  pula  dua

orang  saksi  yang  telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  masing-

masing yaitu :

1. SAKSI 1, umur 20  tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Unasman,

bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;
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Saksi  tersebut  mengaku sebagai  adik  kandung Penggugat  dan di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah

yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa  awal  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon  berjalan  rukun  dan

bahagia,  namun  sekarang  sudah  tidak  rukun  lagi  dan  bahkan  telah

berpisah sejak dari 9 (sembilan) bulan yang lalu;

- Bahwa  setahu  saksi  penyebab  berpisahnya  Pemohon  dan  Termohon

dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu

oleh Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain yang saksi tidak tahu

namanya;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  Termohon  bersama  laki-laki

selingkuhannya  tersebut  namun  masyarakat  sekitar  yang  melihat

Termohon  saat  mana  Termohon  dan  anaknya  hendak  shalat  tarawih,

Termohon malah pergi  bersama laki-laki  tersebut  dan  menitip  anaknya

pada orang lain;

- Bahwa  setahu  saksi  sejak  Pemohon  dan  Termohon  berpisah,  pihak

keluarga  sudah  berusaha  untuk  merukunkan  Pemohon dan  Termohon,

namun tidak berhasil;

2. SAKSI  2,  umur  22  tahun,  agama Islam,  pekerjaan  Tidak  ada,  bertempat

kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon dan di bawah

sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

- Bahwa setahu saksi  awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan

rukun dan bahagia serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa  awal  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon  berjalan  rukun  dan

bahagia,  namun  sekarang  sudah  tidak  rukun  lagi  dan  bahkan  telah

berpisah sejak lebih dari 9 (sembilan) bulan yang lalu;

- Bahwa  setahu  saksi  penyebab  berpisahnya  Pemohon  dan  Termohon

dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu
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oleh Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain yang saksi tidak tahu

namanya;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  langsung  Termohon  bersama  laki-laki

selingkuhannya  tersebut  saat  Termohon  dan  anaknya  hendak  shalat

tarawih,  Termohon  malah  pergi  bersama  laki-laki  tersebut  dan  menitip

anaknya pada orang lain;

- Bahwa  setahu  saksi  sejak  Pemohon  dan  Termohon  berpisah,  pihak

keluarga  sudah  berusaha  untuk  merukunkan  Pemohon dan  Termohon,

namun tidak berhasil;

Bahwa  berdasarkan  bukti  surat  dan keterangan saksi-saksi  Pemohon

maka Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  yang

pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya dan telah bertekad ingin

bercerai dengan Termohon;

  Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal

yang  termuat  dalam  berita  acara  sidang  ini  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

   Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang,  bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan,  Majelis

Hakim  terlebih  dahulu  memerintahkan  Pemohon  dan  Termohon  menempuh

proses mediasi  sebagaimana yang diamanahkan oleh  Peraturan Mahkamah

Agung Nomor  1 Tahun 2016  tentang  proses  mediasi  di  Pengadilan, dan

berdasarkan  laporan  mediator  ternyata  mediasi  tidak  berhasil  mencapai

kesepakatan,  walaupun  mediasi  dinyatakan  tidak  berhasil,  namun  Majelis

Hakim dalam  persidangan  tetap   berusaha  mendamaikan  Pemohon dan

Termohon  agar  kembali  rukun  membina  rumah  tangganya,  namun  usaha

tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil

yang pada pokoknya  adalah  bahwa  antara  Pemohon  dan Termohon adalah

pasangan suami  isteri  sah  yang  telah  dikaruniai  dua orang anak dan anak
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tersebut sekarang diasuh oleh Termohon. Bahwa awal rumah tangga Pemohon

dan Termohon berjalan rukun dan bahagia namun pada bulan Juni 2016 rumah

tangga  tersebut  mulai  diwarnai  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan

karena Termohon yang berhubungan asmara dengan laki-laki lain, dan setelah

kejadian  itu  diketahui  Pemohon,  akhirnya  Termohon  pergi  meninggalkan

Pemohon yang hingga sekarang sudah 9 (sembilan) bulan dan pihak keluarga

sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon

tidak  mengajukan  jawaban  karena  tidak  pernah  hadir  lagi  setelah  proses

mediasi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak  beralasan

hukum  dan  mengetahui  sejauh  mana  kebenaran  dalil-dalil  permohonan

Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya

telah mengajukan alat bukti P. berupa kutipan akta nikah yang merupakan akta

otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

telah  terbukti  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  masih  terikat  dalam

pernikahan  yang  sah,  sehingga  keduanya  berkualitas  sebagai  pihak-pihak

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti P. tersebut, Pemohon telah mengajukan

dua orang saksi bernama Dahlia binti Yandil dan Amma binti Ahmad ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  alasan  Cerai  Talak  Pemohon

didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam,  maka  Majelis  Hakim telah

mendengar keterangan kedua saksi tersebut sebagai orang yang dekat dengan

Pemohon dan Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang,  bahwa  dari  saksi-saksi  tersebut  diperoleh  keterangan

mengenai  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  yang  pada

pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
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- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun

dan bahagia, namun sekarang telah berpisah sejak dari  9 (sembilan)  bulan

yang lalu ;

- Bahwa penyebab dari berpisahnya Pemohon dan Termohon karena adanya

perselisihan dan pertengkaran  yang dipicu oleh Termohon yang selingkuh

dengan laki-laki lain; 

- Bahwa telah diupayakan rukun kembali tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil  permohonan Pemohon dan

bukti-bukti  surat  maupun  saksi-saksi  yang  terungkap  di  persidangan,  maka

Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada

pokoknya adalah :

- Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  sering  diwarnai

perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon yang selingkuh

dengan laki-laki lain;

- Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus

mengakibatkan berpisahnya antara  Pemohon dan Termohon yang hingga

sekarang sudah 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa telah diusahakan untuk damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa Pemohon telah mempertimbangkan keputusannya

secara seksama, hal mana Pemohon tidak akan mengorbankan perkawinannya

yang telah memperoleh 2 (dua) orang anak, jika tidak ada hal-hal yang sangat

mendasar yang memicu keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon,

sehingga Pemohon  menentukan sikap untuk bercerai;

Menimbang,  bahwa  apabila  salah  satu  pihak  sudah  kehilangan  rasa

cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah

tangga  tidak  akan  pernah  menjadi  kenyataan,  namun  sebaliknya  akan

mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak,  hal

ini   membuktikan  bahwa ikatan  bathin  suami  istri  itu  telah  putus,  sehingga

masing-masing  tidak  dapat  lagi  menjalankan  kewajibannya  sebagaimana

layaknya suami istri; 

Menimbang,  bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu

digambarkan  dengan  adanya  pertengkaran secara fisik maupun kata-kata

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

   

yang terucap,   namun  dapat  digambarkan  berupa  adanya  saling  tidak

memperdulikan  dan  tidak  berkomunikasi  antara  satu  dengan  yang  lainnya,

yang menunjukkan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup bersama

secara rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  sebagaimana  terurai  di  atas,

maka   Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  telah  pecah  sedemikian  rupa,  sehingga  tujuan  disyariatkannya

perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membina rumah tangga

bahagia lahir bathin, nampaknya sudah sulit dapat diwujudkan di dalamnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa

rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  tidak  mungkin  untuk

dipertahankan lagi,  karena apabila  dipertahankan  justru  akan menimbulkan

beratnya penderitaan dan  mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya

penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian; 

Menimbang,  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وجعل           إليها لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم خلق أن ءاياته ومن

مودة  بينكم

في   إن ورحمة

لقوم   ليات ذلك

يتفكرون

Artinya  :  “Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasan-Nya  adalah  diciptakan-Nya

untukmu  pasangan  hidup  dari  jenismu  sendiri  supaya  kamu

mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara

kamu,  sesungguhnya  yang  demikian  itu  menjadi  tanda-tanda

kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang,  bahwa  pada  setiap  persidangan  Majelis  Hakim  telah

berusaha  secara  maksimal  mendamaikan  Pemohon  agar  tetap
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mempertahankan  rumah  tangganya  namun  ternyata  tidak  berhasil  karena

Pemohon  tetap  bersikeras  untuk  bercerai,  sehingga  Majelis  berkesimpulan

bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat

rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  ayat  1  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974,  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan  kedua belah pihak serta  adanya  cukup alasan bahwa antara

suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-peritmbangan tersebut di

atas  telah  terbukti  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  dan  telah  memenuhi

maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf

(f)  Kompilasi  Hukum Islam yakni  jika antara suami dan isteri  terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

lagi  dalam  rumah  tangga,  oleh  karena  itu  permohonan  Pemohon  dapat

dikabulkan  dengan  mengizinkan  Pemohon  mengikrarkan  talak  satu  raj’i

terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang–Undang Nomor

50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera

Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim satu helai salinan penetapan ikrar

talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang

wilayahnya meliputi  tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan

Termohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang–Undang Nomor

50  tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  maka  segala  biaya  perkara

dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat  dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i

terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Polewali;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama   Kabupaten  Polewali  Mandar  yang  mewilayahi  tempat  kediaman

Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon,

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan   Pemohon   untuk   membayar   biaya   perkara   sejumlah

Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah   putusan   ini   dijatuhkan   pada hari Rabu, tanggal  17 Mei

2017 Miladiyah,   bertepatan   dengan   tanggal  20 Sya’ban 1438  Hijriyah, oleh

Dra. Hj. Nailah B., M.H. sebagai Ketua Majelis, Achmad Sarkowi, S.H.I.  dan

Samsidar,  S.H.I.  masing-masing  sebagai  Hakim Anggota  pada  hari  itu  juga

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu

oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  Pemohon dan

diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I. Dra. Hj. Nailah B., M.H.
              Hakim Anggota II,

Samsidar, S.H.I.                                      Panitera Pengganti,

                                                                 Drs. Sayadi 
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Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Administrasi : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 310.000,00

-  Redaksi : Rp 5.000,00

-  Meterai              : Rp             6.000,00  

J u m l a h : Rp 401.000,00

(empat ratus satu ribu  rupiah).
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